SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 262 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG DAFTAR KALURAHAN, LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN
KEUANGAN PEMBANGUNAN PARSITIPATIF MASYARAKAT DESA TAHUN

Menimbang :

Mengingat :

ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran
penanganan bencana nonalam Corona Virus Disease 2019,
maka belanja bantuan keuangan kepada Kalurahan untuk
pembangunan partisipatif masyarakat desa tahun anggaran
2021 dilakukan refocusing anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pencabutan Keputusan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021
tentang Daftar Kalurahan, Lokasi dan Alokasi Bantuan
Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Tahun

Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 54);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah -
Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2020 Nomor 14);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

10.Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021 Nomor 31);

11.Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan
dengan program Pembangunan Partisipatif Masyarakat
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021
Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Kalurahan dengan program Pembangunan Partisipatif
Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021 Nomor 43);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN
BUPATI BANTUL NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG
DAFTAR KALURAHAN, LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN
KEUANGAN PEMBANGUNAN PARSITIPATIF MASYARAKAT
DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Mencabut Keputusan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021
tentang Daftar Kalurahan, Lokasi dan Alokasi Bantuan
Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Tahun
Anggaran 2021.

Dengan dicabutnya Keputusan Bupati Bantul sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU, Pemerintah Kalurahan
agar melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sesuai mekanisme
pengelolaan keuangan Kalurahan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Pada tanggal 7 Juni 2021

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL BUPATI BANTUL,

ttd

NIP. 196802081992031007

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
. Ketua DPRD Kabupaten Bantul,

2
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul,
4

. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;

5. Lurah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



